ABSTRAK PERATURAN
TINDAKAN PENGAMANAN - PENGENAAN BEA MASUK - IMPOR PRODUK KAIN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 162/PMK.010/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1423)
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ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan sesuai
dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagarigan Indonesia terdapat kerugian
serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Sementara terhadap Impor Produk Kain;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun
1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun
2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan Sementara. Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara dikenakan terhadap
importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini. Bea masuk tersebut merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau
tambahan bea masuk preferensi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan
Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal
6 November 2019.

- Lampiran Halaman 11-12.



